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PERATlJRAN DAER.AH KABUPATEN KARANGANYAR 

Menimbang 

Mengingat 

. . .. . . .. 
NOMOR \ ~ TAHUN 6l.00 ~ 

TENTANG 

RETRIBUSI Pl~MERIKSA.\N KUALITAS LINGKUNGAN 
PAD!\ LABORATORIUM DINAS KESEHATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH.A. ESA 

BUPATI KARA.NGA.NY AR, 

a. bahwa dalam rangka mcningkatkan derajat kesehatan masyarak.at perlu 
clilaksanakan pengawasan kualitas lingkungan secara imensif dan tcrus 
menernsi; 

b. baltwa kualitas lingkungan barns memenuhi syarat kesehatan a6ar 
masyarakat terhindar dad gangguan kesehatan; 

c. bahwa dalam rangka mengetahui kualitas lingkungan diperlukan 
pemeril,saan pada laboratorium Dinas Keseh&tan Kabupaten Karahganyar; 

d. bahwa untuk mak~,ud tcrsebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan 
Da~rah. 

1. Undaag-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben;.ukan Daerah­
daeralt Kabupaten Dalam Lingkungan Propit~si Jawa Tengah ; 

2. Unctmg-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negar:.i Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 3685), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Dacrah dan Rctribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Talrnn 2000 Nomor 246, Tambahan Lemuaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4048 ); 

4. Unclang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup ( Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambahan Lemharan Negara Republik Indom:sia Nomor 3699 ): 

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeri11~1hart •Daerah 
( L~t:1baran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahcn 
Lembaran Negara I<.epublik Indonesia Nomor 3839 ); 

P:uaf _ _ j .. 



Menimbang 

' Mengingat 

.. . . .. 
RANCANGAN 

PERATURANDAERAHKABUPATENKARANGANYAR 

NOMOR TAHUN 2002 

TENTANG 

RETIUBOSI PEMER.IKSAAN KUALITAS LINGKUNGAN 
PADA LABORATORIUM DINAS KESEHATAN 

DENGAN RAIThfAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGANYAR, 

a. bahwa dalam1 rangka meningkatkan derajat k:sehatan masyarakat perlu 
dilakHanakan pengawasan kualitas lingkungan secara intensif dan terns . 
menerus; 

b. bahwa kualitas lingkwlgan harus rnemcnuhi syarat kescha1;.m agar 
m.asyarakat terhindar dari gangguan kcschatan ; : 

c. bahwa dalam. rangka mengetahw kualitas ling.lrungan diperlukan 
pemeriksaa11 pada laboratorium Dinas l_(csehatan Kabupt'\ten Karanganyar; 

d. bahwa untuk maksud tersebut perlu dfatur dan ditetap-kan dcngan Peraturan 
Daer.Ji. 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tcntang Pcmbentukan Daerah­
daerah Kabupaten Dalam Linglamgan Propinsi Jawa Tcngah; 

2. U11dang-undang Nomor 23 Tal1un 1992 tcntang Kesehatan (Lembaran 
. Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan L:mbaran 

Negara Nomor 3495); 

3. Undang-w1dang Nomor 18 Tahun 1997 tcnwig Pajak Da~ah clan Retribusi 
Daerah ( Lembaran Negara Republilc Jndo111=sia Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), 
sebagaimana telah diubah dcngan Undang.;.Undang Nomor 34 Tahun 2000 
teutang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 246> Tambrutan Lcmbaran Negara Republik fudonesia 
Nomor 4048 ); 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pcngelolaan Lingkungan 
Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, .Tarnbahan Lembaran 
Negara Nomot 3699 ); 

S. Undang .. undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang J>emerintahan Daetali . 
( Lcmbaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambalw.1 Lembarrui Negara 
Nomor 3839 ); 



6. Peraturan Pemcrintah Nornor 20 Tahun 1990 tenta:ng Pengendalian 
Pencemaran Air ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tabun 1990 Nornor 
24, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3409 ) ; 

7. Peranmrrr P-emerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang 'Retnousi Daerah 
( Lembaran Negara Republik lndonesi:1 Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lernbaran Negara Repub1ik Indonesia Nornor 4139 ); 

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1~99 tentang Tehnik Penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, 
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Kepurusan Presiden; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 173/MenK.es/Per/\-Wl 977 tentang 
Pengawasan Pencemaran Air untuk Be:rbagai Kegunaan ,yang Berhubi:fugan 
dengan Kesehatan: · 

10. Peraturnn Menteri Kesehatan Nomor 712/MenKes/P.e r/X/ 1986 tentang 
Persyarntan Kesehatan Jasa Boga dar, Petunjuk Pelaksanaannya; 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Norn or 718/Men.KesiPer/XL' 1987 ten~ng 
Ke'.:>isingan y~ng berhubungan dengan Kesehata1.1: 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/1v1enkes/Per/IX/l 988 tcntang 
Bahan Tambahan Makanan~ 

13 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3(,4/Nlenkes/Per/IV/1989 tentang 
Persyaratan Kesehatan Rurnah Makan dan Restora.11; 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/Menkes/Per/Yl/l 989 tentang 
Pendaftaran Makanan; 

15. Pernturan Menteri Kesehatan Nomor 8O/Men.kes/Per/IT/199O tentang 
Persyaratan Kesehatan Hotel ; 

16. Peraturan Menteri K~sehatan Norn or 416/Nlenkes/Per/IX/ 1990 tentang 
Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air~ 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor O61/MenKe~JPer;1/ 199 1 tentang 
Persyaratan Kolarn Renang dan Pemandian Umum; 

i 
18. Peraturan 1v1enteri Kesehatan Nornor 258/MenK.es/Per/ill/ 1992 tentang 

Persyaratan Kesebatan Penge1o1aan Pestisida; 

19. Keputusan Menteri Negara Kependudu;.;:an dan Lingkungan Hidup Nom or 
Kep-O2:Men.KLH/TI/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu 
Lingkungan; 

20. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Ling.kungan Hidup Nomor · 
Kep.O\11'.1en.KLH1Il/1991 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan 
y<1I1g suda.h beropcrasi; 

21 . Peraturan Oaerah K.abupaten Daerah Tingkat 11 K.aranganyc.r Nomor 
7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Linghmgan 
Pernerintah Kabupaten Daera.h Tingkat 11 Karanganyar ( Lembaran Daerah· 

' Tahun 1991 Nomor 49 ). 



Dengan perset11juan 
• .. • • 4 

DEWANPERWAIGLANRAKYATDAERAHKABUPATENKARANGANYAR 

:MEMU1USKAN : 

Mcnetapkan: PERATURAN DAERAH K.ABUPATEN KARANGANYAR TENTANG 
RZTRIBUSI PE:MERIKSAAN KUALIT AS LINGKUNGAN P ADA 
LABORATORIUM DINAS KESEHAT AN. 

BABI 

KETENTUAN UMUN 

Dalam Peratw·an Daer ah ini yang di.maksud dengan: 

a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar; 

b. Pemerintah Daerah Bupati beserta pera1.1gkat Daerah Otonom yang lain 
sebaga.i Bldan Eksekutff Daerah; 

c. Bupati adalah Bupati Karanganyar, 

d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatm. Kabupaten Karanganyar; 

e. Laboratorium Dina.CJ Kesehatan adalah tempat atau ruang tertentu pada 
Dinas Kesehatan yang dilengkapi dengan peralatan laboratoriurn untuk 
mengadakan pemeriksaan sampel kesehata11 yang meliputi ,emeriksaan 
· fisik, kimia, bakteriolog~ penyakit menular dan sampel klinik; ; 

f. Lingkungan adalah Lingkungan phisilc yang meliputi air, u&r~ limbah 
cair, tanah, makanan dan minuman; 

g. Kualitas Lingkungan adalah Keadaan lingkungan phisik dari segi fisik, 
kimia d.ln bakteriologi; · 

h. Petugas Laboratorium adalah orang yaug diberi tugas / wewenang untuk 
memeriksa sampel; 

i. Sampel adalah contoh atau specjmen yang diperiksa di laboratorium ; 

j. Pemeriksaan Bakteriologi adalah pemeriksaan dengan tolok ukur untuk 
mengetahui macam, jenis dau jumlm bakted y~.ng terdapat pada suatu 
sampel; 

k. Pem~riksaan Kimia Terbatas adalah pemetiksan terhadap kandungan 
kimia yang terdapat dalam sampel yang dipedksa menurut keman1puan 
peralatan yang ada; 

1. Pemeriksaan Kimia Lengkap adalah pomeriksaan terhadap kandungan 
kimia secara lengkap pada suatu sampel; 

m. Pemeriksaan Fisik adalah pemeriksaan yang dilakukan secara fisik yang 
meliputi rasa, wama, sulm, kekeruhan, zat tetlarut, i.:.at tersuspens~ DHL ( 
Daya Hantar Listrik ) terhadap suatu sampel; 

n. Air meliputi air minum, air bersih, air koJam renang, air pernandian urnum, 
air badan air, air baku clan air limbah ; , 

Paraf-f ' 



o. Air mmum ~-dalah • air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat ' 
langsung di minum; 

p. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari - hari yang kualitasnya 
memenuhi syarat kesehatan dan clapat di m.inum apabila telah di masak; 

q. Air kolam renang adalah air c\i dalam kolam renang yang digunakan untuk oJ.ah raga 
renang dan kuaJitasnya memenuhi syarat kesehatan; 

r. Air pemandian umum adalah ak yang digWt.!kan pada tempat - tempat pemandian 
bagi umu.m tidak tem1A'lsuk pemandi.an untuk pengobatan tradisional dan kolam 
renang yang kualitasnya memenuhi sy,irat ke.'!ehatan; 

3. Air badan air adalah air yang terdapat / berasal dari tempat dan wadah di atas 
pennukaan daratan yaitu rawa, danau, sunga~ waduk dan saluran cir; 

t. Air baku adalah air dari badan air yang dfolah menjadi ah- minum yang pada 
pokoknya dilakukan dcngan cara koagufasi pengendapan penyaringan clan 
penyuc.ihamaan; 

u. Air limbah adalah air buangan sisa hasil k~giatan krtentu yang mcngandung unsur 
. pencemar; 

v. Retribusi Jasa Usaha adalah rctribusi atas jasa yang disediak.an atau diberikan ·oleh 
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat 
pula disediakan oleh sektor swasta; 

w. Retribusi Pelaya..11an Pemeri.ksaan Kualitas Lingkungan yang selanjutnya disebut 
Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyelenggaraan 
pelayanan pemeriksaan kualitas lingkungan pada Lahoratorium Dinas Kesehatan; 

x. Surat Ket(-tapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat 
Keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi yang terut.ang; 

y. Surat Tagihan Retribu..cii Daerah yang selanjutnya dis.htgkat STRD adalah Surat untuk 
rnclakukan tagihan retribusi clan atau sanksi administrasi berupa bllllga clan atau 
denda; 

z. Sertifikat Penyuluhan yang selanjutnya. disinglG'lt SP adalah Sertifikat yang diberikan 
Kepada Industri Rumah Tangga ?viakarum Minuman yang tclah mcngikuti 
Peny.1luh.u1 Cara Produksi Mak.man yang Baik ; 

aa. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Pcrseroan . Terbatas, 
Perseroan Komanditet, Perseroan lainnya, Badan Usaha Mili.k Negara at.u Daerah 
dengan n~una clan bentuk apapwt, Persekutuan perkumpulan, Finu~ Kongsi, 
Koperasi atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pen.siun, Bentuk Usaha Tetap 
serta bentuk Badan Usaha Lain; 

ab. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karanganyar. 

Paraf+ 
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BAB ll 

l>EMERIKSAAN l{UAIJTAS LINGI{lTNGAi', 

. . . . Bagian Kesatu 
. Jeois Pcmcriksaan Kualitas Lilrlgk'llngan 

Pi:isal 2 

,(l) Jenis Perneriksaan Kua\itas Lin!!kungan meliputi : 

a. Pemeriksaan Kualitas Air 

1. Bak1eriologi 

Parameter yang diperiksa: 

a) Coliform dan Fecal Coli pada air bersih, air min um, air kolam renang . .. air 
pemandian umum, air minum dalam kema-;an, air badan air dan air bal(U; 

b) . .t\.ngka Kuman / Angka Lemreng Total pada air bersih, air minum, air kolam 
renang, ai:.- pemandian umum, air mmum dalam kemasan, air badan air dan air 
bak:1. 

2. Kimia Terbatas 
Parameter y~ng diperiksa : 
PH, Sisa Chlor, CaCo3, Fe. Mn Nitrat dan Nitrit pada air b~rsih, air minum, air kolam 
renang, air pemandian umum, air minum dalam kernasan, air badan :iir dan air baku; 

3. Kimia Lengkap; 

4. BOD (Biochemical Oxygen DemanJ) Jan COD (Chemical Oxygen Demand): 

5. Fisika; 
Parameter yang diperiksa : 
Sulrn, Warna, Zat Terlarut, Zat tersuspensi (TSS), Kekeruhan dan Daya Ha!ltar Listrik 
(DI-IL); 

b. Pemeriksr.an Makanan dan Minuman 
1. Bak."teriologi Escherecia coli; 
2. Bakteriologi 1v1PN (Most Probable Number) I Perkira,m jurnlab terdekc.t; 
3. Angka Lempeng Total; 
4. Kimia terhadap penga\vet, warna, pemanis.,.kadar gu1a. 

c. Pemeriksaan Telur Cacing 
1. Pada Tanah; 
2. Pada Faeces/tinja; 
3. Pada Sayuran. 

d. ?emeriksaan Kualitas Ud.ara 
Meliputi Pengukuran bakteri udara, kelembaban dan suhu serta debu terendap pada suatu 
ruangan; 

e. Pemaparan Pestisida 
Meliputi. perneriksaan Cholinesterase Darah: 

f. Pemeriksaan kebisin°an ::, 

Meliputi tingkat kebisingan pada zona \\ilayah dan tempat tertemu; 



... 

(2) Parameter yang belum bisa diperi.ksa di Laboratotium Dinas Kesehatan dirujuk ke 
Laboratorium yang lebih tinggi tingkat kemampuannya sesuai kebutuhan. . .. . .. .. 

(3) Apabila di l,emudian luui. kegiatan maupwi fasilitas kt-mampuan L.iboratorium Dinas 
Kesehatan meningkat, maka setiap pcnambahan kcgiatan akan disesuaikan dan 
dikelompokkan dalarn kegiatan sejenis yang sud.ah ada. 

Baglan Kedua 
Pemeriksa9.n Kunlltas Air 

Pasal 3 

(1) Peru..'lahaan Daerah Air Minum wajib memeriksakan air basil produksinya setiap 1 (satu) 
bclan sekali dengan pengambilan sampei clan penentuan titik lokasi sarnpel dilakukan oleh 
tenaga teknis Dinas Kesehatan. 

(2) Perusahaan Air Minum Dalarn Kemasan wajib memerikoakan air produksinya setiap kali 
produksi sesuai dengan kemasan. 

(3) Peruaahaan es balok wajib rnemeriksakan air baku setiap 1 (r.atu) bulan sekali dengan 
ketentuanjurnlah sampel sesuai denganjumlah sarana air baku yang digunakan. 

(4) Pengelola Kolam Renang clan Pemandian Umurn wajib memeriksakan aimya setiap 1( satu) 
bulan sekali minimal 3 ( tiga ) sample. 

(5) Dalam rangka pengajuan izin untuk usaha sarana pelayana.n kesehatan. negeri dan swasta, 
sarana pcrdagangan, sarana umum lainnya wajib memeriks,akan air borsih / air minum yang 
digunakan dan dilakukan pemeriksaan rutin setiap 6 (eu.am) bulan sekali. 

Bagian Ketiga 
Pemeriksaan Makanan dan Minuman 

Pasal 4 

(1) Indust:ri maka.nan <lful minwnan yang akan mengajukan SP wajib memeriksakan· sampel 
makanan dan minuman dengan ketentuan sct.iap pennohonan SP disertai 3ampel sesuai 
dcngan banyaknya jenis produksi. 

(2} Industri ma.karum dan minurnan yang telah memiliki SP wajib mem.criksakan sampelnya . 
sr:tiap 6 (enam) bulan sekal.i denganjumlah sampel sesuai banyaknyajenis produksi. 

(3) Dalam rangka pcngajuan izin usaha jasa bog~ Restoran Rumah / M.akan wajib 
memeriksakan sampelnya deng.an ketentuan jumlah sampel sesuai jum]ah makanan yang 
diolah serta melakukan pemeriksaan ulang terhadap Rample setiap 6 (eruun) bulan sekali. 

(4) Dalam rangka pengawasan, dilaksanakan uji petik terhadap Industri Run.Jlh tapgga, 
Jasa Boga dan Restoran / Rumah Makan untuk rliambil sampelnya berupa :pemeriksaan 
makanan, pemeriksaan minwnan, usap alat, usap dubw· bagi penjamah makanari . 



.. . . .. 
Baglan Keempat 

Pemcrlksaan Telur Cacing 

Pasal 5 

Setiap Orang Pribadi ata.u Badan dapat memeri.ksakan sampel tanah, sayuran, faeces untuk 
mengetahui jenis telur cacing. 

Bagian Kelima 
Pemeriksaan Kualitas Udara 

PasaJ 6 

Setiap Orang Pribadi atau Badan dapat memeriksakan kualitas udara, untuk mengetahui d~bu 
terendap dan angka kuman. 

Bagian Kieenam 
Pemaparan Pesttsida/Pemertksaan Cholinesterase 

(1) Orang Pribadi atau B.!ldan dapat memeriksakan pemaparan pestisida pada darah / cholin 
esterase. 

(2) Bagi pengelola pestisida wajib memetiksakan daralmya untuk mengetahui r,~maparan 
pestisida setiap 1 (satu) tahun sekali. 

Bagian Ketuj uh 
Pemeriksaan Keblsingan 

Pasal 8 

Setiap Orang Pribadi atauBadan dapat memeriksa tingka! kebisingannya pada zona wilayah dan 
tempat tertentu w1tuk setiap 1 (satu) tahun sekali. 

BAB III 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pnsal 9 

Dengan nama retribusi p~layanan pemeri.ksaan kualitas lingkungan dipungut retribusi' atas 
pelayanan pemeriksaan laboratoriwn kualitas linglrungan di Laboratorium Dinas Kesehatan. 

. 
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Pasal 10 

.. . ' . . 
Objek retribusi aclalah pemeriksaan kualitas lingkwtgan pada : 

a. PelllSahaan D"erah Air Minu:m; 
b. Perusahaan / Indus1ri Air Minum Daiam Kemasan clan Pernsahaan y~g menggunakan air 

sebagai bahan baku; 
c. Industri Makanan dan Ivlinuman, Jasa Boga, Restoran, Rmnah Makan ; 
d. Hotel ~ Pienginapan; 

e. Sarana Pelayanan Kesehatan; 

f. Kolam Renang clan Pemandian Umum~ 

i. Industri; 

j. Rumah Tangga/Perorangan; 

k. Instansi/Unit Kerja dan Masyarakat Umum yang tidak tersebut sebagaimana dimaksud Pas.ii 
ini clapat rnemeriksakan Kualitas Lingkungannyc, sesnai dengan Peraturan Penindang­
wtdangan yang berlaku. 

Pasm 11 

(1) Subjek retribu1,i adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pclayanan pemeriksaan 
kualitas lingkungan. 

(2) W~jib retribwi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran 
retribusi pemeriksaan kualitas lingkun.gan. 

BABIV 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pnsal 12 

Retribusi sebagaimana di maksud Pasal 9 Peraturan Daernh ini tennasuk Retribusi Jasa Usaha. 

BAB V 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

P~sal 13 

Tingkat Penggunaan Jas3 ret:ribusi diukw- berdal:larkan be.aya admiuist:rasi, baha11 reagent, alat / 
bah.an rubis pakai dan tindakan pemeriksaan. 

BAB VI 

PRJNSIP PENET AP AN, S1RUKTUR DAN 
BESARNYA TARIPRETRIBUSI 

Pasal 14 

Prinsip penetapan besamya tarip retribusi adalah untuk memperoleh pend,,patan dengan 
memperhitungkan biaya pelayanan dan operasional pemeriksaan kualitas lingkoogan. 

- -- -----

Paraf_f­
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Pasal 15 

(I) Struktur dan besarnya tarip retribusi perneriksaan kualitas hngkungan sebagci.i berik."1.lt: 
a. Pemeriks2an Kuafaa5 Air 

Biaya (Rp) 

Adrninistrasi, . 
AJat dan BHP 

I Tindakan . 
No I Jenis Pemeriksaan Pemeriksaan~ Jumlah I Pengambilan 

Bahan & Reagent 
, 

sample 

1 I 2 ... 
i 4 5 I .) 

1. l Pemeriksaan Bactericlogis Coii- 28.000 I HET 23.000+HET 
fom, dan Fecal Coli pada air ' .. 

bersih, kolam i air mmum, air ! 
renang, air pemandian umum, air \ ! 

i ' 
badan air, air kemasan, air baku. l I 

i 
I 

2. Pemeriksaan angka kumanl .28.000 HET · I 28.000+HET. 
angka lempeng total pada arr ' I 

' ' ! I 
bersih, arr rr.inum, arr kolam ' I ' I I 
renang, 1ir pemandian umum, air I 

I I bad an air, air kemasan, air baku. ! I 
i 

3. Pemeriksaan kimia te=-batas pada 53.000 HET 53.000+HET 
air bersih, air minum, air baku, 
air kemasan, air bacb.n air, (pH, 
sisaChlor, CaCo3, Fe, r,fa, Nitrat 

I dan Nitrit) 

4. Pemt:riksaan kimia air per I 

I parameter : I 
I a. Zat organic . 12.000 HET 12.000+HET 
i b. Nitrat 12.000 HET 12.000+HET 
I 

Nitri1: 12..000 I HET 12.000+HET i C. 

i d. Besi 12.000 I HET i 12.000+HET 
I e. Mangan 12.000 ! HET 12.000+HET 

f. Chlorida 12.000 I BET 12.000+HET 
I 

(T Kesadahan 12.000 HET 12.000+HET ;;:,· 

b. Flourida 12.000 HET 12.000+HET 
I. Amoniak l~.000 HET 12.000+HET 

J. CO2 Agresif 12.000 HET 12 .000+HET 
k. DO Segern 12.000 HET 12;.000+HET 

I I. pH 12.000 HET 12'.000+HET 
, rn. Sisa Chlor 3.500 HET 3.500+HET 
n. Altununiwn 7.000 HET 7.000+HET 
0. Sul fat 7.000 HET 7.000+HET 
p. Sianida 7.000 HET 7.000+HET 
q. Sul.fida 7.000 HET 7.000+HET 
r. Al kal ini t:is 7.000 HET 7.000+HET 
S. Acidit1s 7.000 HET 7.000+HET 

I : 

j 

! 
! 

I 
I 

! 

. ' ! 
' 

I 
' ' ' ! 
i 
I 



5. Pemeriksaan Fisika Air : 
Suhu 

. . . • a. 
b. Warna 
C. Zat Teriarut (TDS) 

Id. Zat Tersuspensi (TSS) 
e. Kekeruha□ 

f. Daya 1--iantar Listrik (OHL) 

6. Pemeriksaan BOD (Biochemical 
Oxigen Demand) 

7. I Pemeriksaan COD (Chemical 
I Oxigen Demand) 

I 
I 
I 

b. Pemeriksaan Makanan dan Minuman 

I 

No Jenis Ptmeriksaan 
i 

i 
I 

I 
I 

l 2 I 
l Pemeriksaan Bacteriologjs 

Eschereci2. coli 

2. Pemeriksaan NfPN (Most 
Probable Number)/Perkiraan 1 

jumlah tierde.kat . . 

... Pemeriksaan angka lempeng total .) . 

i ,mgka kuman 

4. Pemeriksaan Usap Dubur (Vibrio 
Cholerac) 

5. Pemeriksaan Usap Alat (Angka 
Kuman) 

6. Pemeriksaan Kimia terhadap : 

'I. 
a. Penga\vet 
b. Pe\.varna 
C. Pemanis 

7.000 
12.000 
12.000 
12.000 
9.500 
7.000 

28.000 

28.000 

-
Adrninistrasi, 
A.lat dan BHP, 

Tindakan 
meriksaan; 
ngambi.lan 
sample 

' . 

Pe 
Pe 

,., 
.) 

23.000 i 

27.000 

I 
21.000 ! 

I 
i 

27.000 ! 
i 

27.000 

12.000 
12.000 
12.000 

HET 
BET 
HET 
HET 
HET 
HET 

HET 

HST 

Biaya (Rp) 

Bahan & Reagent 

4 
HET 

HET 

HET 

HET 

.HET 

HET 
HET 
HET 

7.000+HET 
12.000+HET 
12.000+HET 
12.000+HET 

9.500+1-IET 
7.000+HET 

28.000+HET 

28.000+HET 

Jumlah 

5 
n.000+HET 

27.000+HET 

27.000+HET 

27.000+HET 

I 
I 

j 27.000+HET . 

12.000f}J£J ' i 
12.000+HET 1 

I 
12.000+HE~j 



I 
~i 
i' 

I 
!~ 

I 

c. Pemeriksaan Mikroskopis 

No Jenis Pemeriksa.an 

1 2 
1. Pemeriksaan Tanah terhadap 

telur cacing 
2. Pemeriksaan Faeces terhadap 

telur cacing 
.., 

Pemeriksaan Sayuran terhadap ,J . 

telur cacing 

' i 
I Biaya (Rp) 

-.-----------~---, 
Administrasi 1 

1 

Alat dan BHP, I · 
Tindakan r 

Pemeriksaan, 
Pengarnbilan 

sample 

3 
9.soo l 

9.soo I 
i 

9.500 I 
I 
I 

Bahan & Reagent 

4 
HET 

HET 

HET 

Jumfnh 

5 
9.500+HET 

9.500+HET 

9.500+HET 

---
_______ __.._ ______ _L _______ ___;_ _____ ~ 

d. Pcmaparan Pestisida 

-~ 

Acministrasi_, ! 
Al::..t dan BHP, i 

I 

Tindakan I 

No 
! 

Jcnis Pemeriksa.an Pemeriksaan, Jumtah 
i 

I _Bahan & Reagent i i 
I 

Pengambilan I ! 
I 

sample I I I 

i I 
i I : 

l 2 
.., 

i 4 I 5 : ,J ! ! 

1. Pemap&ran Pestisida 12.000 HET I 12.000+HET i I 
(Pemeriksaan Cholinesterase I i 

I I 
Darah) 

I I 

I i 
i 

I ! I 

e. Pemeriksaan Udara 

Admi.nistrnsi, I ---i 
I 

I I 

Alat d.an BHP, I 

I ! 

No Jenis Pemeriksaan 
Tindakan 

Pemerik£aan, Bahan & Reagent Jumlah 
Pengambilnn 

sample 
-· . 

1 2 ... 4 I 5 _1 i ! 

1. Perneriksaan Debu terendap 43.000 - 43.000 

2. Perneriksaan Angka Kuman 43 .000 HET 43.000+HET 

Paraf : . / 
- ---- ----- ----
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f. Pcrneriksaan Kcbisingan 

Ad.mini~ 
Alat dan 

Tind 
No Jenis Pemeriksartn Pemeri. · 

' 
Bahan & Reagent Jumlah 

! 

\ 

stra.si, 
BHP, 

akan 
ksaar:, 
bi1an 
le 

Pengam . I 
sarnp 

- · 
l 2 3 4 5 
1. Pemeriksaan Kebisingan Sesaat 1 00.000 I 100.000 

2. Pemeriksaan Kebisingan 24 jam 2 

I 

I ·1 

50.000 \ 250.000 j" 

I I 
--~'---------~' 

' (2) Biaya bahan dan reagent yang diguna.1-(an dalam pe1ayanan pemeri.ks2.an kua1.itas 
lingkungan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) pasal ini diberlak.-ukan menurut Barga 
Eceran Tertinggi (HET). 

BAB \-11 

\VTLA YAH PE~fU~GlTTA~ 

Pasal 16 

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah . 

BAB vm 
SAA T RETRIBUSI TERlfTA:NG 

Pasal 17 

Saa.t retribusi terutang adalah pada saat ditetapka.nnya SKRD atau Dokumen lain yang 
di persamakar.. 

BAB lX 

TATA CARA PL\UTNGUTAN 

Pasal 13 

) ( l) Pemungutari retribusi tidak dapat diborongkan. 
1 (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SK.RD atau Dokurnen lain yang dipersama~~-

BAB X 

SANKSI AD!\-UNISTRASI 

Pasal 19 

Dal am hal waj ib · rctribusi tidak membayar t.?.pat pada waktunya atau kurang membaya.r, 
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari ret..'ibusi 
yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD . 

Paraf : -- /--
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BAB Xl 

TATA CAR.\. PE1'-IBAYAR.\..;., 

(l) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai. 

(2) Bupati atau Pejabat ynng ditunjuk dapat memberi 1zin kepada wajib retribusi untuk 
meogangsur retribusi terutang dalam jangka \vaktu tertentu dengan alasan yang dapat 
uipertanggungj a wabkan. 

(3) Tata cara pembayaran'retribusi sebagairnana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh 
Bupari . 

Pasal 2] 

(l) Bupati atau Pejabat yang dinmjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menund:::i 
pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat 
dipertanggung jawabkan. 

(2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah a tau temP3t lain yang ditunjuk .sesuai \vaktu . 
yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau SKRD Jabatan dan SKRD tambahan atau 
dokumer. lain yang dipersamakan. · 

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lair, yang ditunjuk ,1i]aka ha~i1 penerimaan 
retribusi harus diseto-~kan kc: Kas Daern.h selambat - lambatnya I (satu) kali 24 (dm puluh · 
ernpat) jam atau da!am waktu yang ditentukan olch Bupati. 

( 4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat v;ak.-tu yang ditentukan sebagaimana 
dirnaksud ayat (1) Pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 51:!besar 2 ~·o 
( dua persen ) dengan menerbitkan STRD. 

Pasal 22 

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana cbmaksud Pasal 20 Per~1turan Daerah ini diberikan tancia 
1 bukti pemhayarnn. 

(2) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

BABXll 

TATA CARA PENAGIHA.N 

Pasal 23 

(1) Surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan r.,eo.agihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari 
sejak jatuh tempo pembayaran. 

(2) Dalam rangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegura.n atau peringatan wajib 
retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. ·· -· . 

(3) Surat teguran a tau peringatan sebagairna2.1a dimaksud ayat ( 1) Pasal ini cbtetapkan oleh 
Bupati. 

Paraf: _- { · 



BABXill 

TATA CARA PE~GUR..\.i~GA.1'i. KERI~G.A.l~.,.\...~ Dt\.l~ 
. . . J>EMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 24 

'(I) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. 

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan ~mbebasan retribusi sebagaimana 
dimaksud ayat ( 1) P~sal ini ditetapk:in okh I3upati . 

BAB XIV 

KETENTUAN PID,..\.i~A 

Pasal 25 

(I) Wajib retribusi yang tid~k melaksanakan ke\vaj ibannya sehingga merugikan keuangan 
Daerah dianr.am pidana kurnngan pa.ling lama 6 (enarn) bulan atau dend2. paling banyak 
4 (empat) kali ju;-nlah retribusi yang terutang. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat ( 1) Pasal ini adalah pelanggaran. 

BAB XV 

PEN"'\1.DIKA:\° 

Pasal 26 

( 1) Pegawai Negeri Sipil Tertentu dilingkungan "Pemerinta:1 Daerah diberi wewenang sebaga i 
Penyidik untuk mclakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah. 

1 
(2) Wev,,enang Penyidi1c sebagaim,rna dimaksud ayat ( 1) Pasal ini adalah: 

a. menerima, mencari, mtngumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 
dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau la::oran tersebut · 
menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, rnencari. dan rnengumpulkan keterangm. mengenai vrang pribadi · atau badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan. tindak ptciana retribus-; 
Daerah tersebut:. - · 

c. merninta keterangan dan bahan bukti dari orang p1ibadi atau bactan sehubungan dengan 
tindak pidana dibidang retribusi; 

d. rnemeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dolrn.men-dokmnen lain berkenaan dengan 
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk menC:apatkan bahan bukti pernbukuan, pencatatan dan 
dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhaqap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanrum tugas penyidikan tindak -pi"dana 
dibidang Retribusi Daer~h; . 

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang rneninggalkan ruangan atau ternpat pada s2.at 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang 
dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini; 

h. mernotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; 

1. rpemanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebag.ai tersnngka atau 
saksi; 

-;- Paraf : ,-- f-



j. menghentikan penyidikan; 

k. melakukan tinclakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang 
Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik sebagairnana dirnaksud ayat (1) pasal ini rnemberitahukan dirnulainya penyidikan 
tindak pidana, dan menyampaikan basil penyidilrnnnya kepada penuntut umum sesuai 
ketentuan yang diatur clalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang­
undang Hukum Acara Pidana. 

BAB XVI 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 27 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan 
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak bcrlaku lagi. 

(2) Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini separrjang mengenai pelaksanaannya 
akan di atur lebih lanjut oleh Bupati. 

Pa.11al 28 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkcllll pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penernpatannya dalam lernbaran Daerah Kabupaten Karanganyar . 

Karanganyar . 
17 j1,,1.V\i -;;_002. 

LE1'!IBARAN DAERAH KAf~UPATEN KARANGANYAR 
TAHUN 2002 NO MOR {).. '} SERI £, 'f , 



PENJELASA~ 

PER.\.'Jll}v\l~ pAERAH KA.BUPATEN KARA.NGA1~YAR 

NOMOR : \ :2. TAHUN 2002 

TENTANG 

RETRIBUSI PE:MERIKSAAN KUALIT . .!,.S LL'{GKUNGAN 
PA.DA LABORATORIUM D:I?\AS USEBAT,\.i"~ 

I .PENJELASAN UMUi\l 

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diperlukan upaya penyehatan 
\ingl"llngan yang bertujuan untuk mewujudk:an kua\itas lingk1.rngan yang ~chat yaitu kes.daan 
lingkungan yang bebas dari resiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hid~1p 
rnanusia. 

Untuk mencapai tujuan tersebut salah saru kegiatan yang dila'.,sanakan adalah 
pengawasan kualitas lingkungan phisik yang meliputi peng::nvasan kualitas air, kualitas udara, 
kualitas tanah. 

Laboratorium Kualitas Lingkungan adalah temp.at ata;.i ruangan terte1~tu yang dilengkapi 
dengan peralatan laboratorium dalam lingkungan Dinas Kesehatan yang mcmpakan sarana 
penunjang dalam rangka pemeriksaan kualitas lingkungan. 

Agar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyar3J.:at dalam bidang pema.kaian jasa 
pemeriksaan 1aboratorium dan pemungutan retnbusi ~meriks.aan mempunya1 kekuatan 
hukum, pcrlu dia.tur dan ditetapkan dengan Peratura..., Daerah. 

ll .PENJELASAN PASAL DE-Ml PASAL 

Pasal 1 
Pasal 2 ayat ( 1) 

huruf a 

huruf b 
huruf c 
huruf d 
huruf e 
huruf f 

ayat (2) 

ayat (3) 
Pasal 3 ayat ( l) 

ayat (2) 
ayat(3) 
avat (4\ , I 

ayat(5) 

Cukup Jelas 

Cukup Jelas 
Cukup Jelas 
Cuk.7..lp Jelas 
Cuh.7.1p Jclas 
Cukup Jelas 
yang dimaksud zona \>vilayal1 ::idalah daerah/temp2.t tertentu y:.rn g 
clitetapkan berJasarkan k:riteri2. tingkat kt~bisingaqnya, yaitu: 
Zona A untuk kawasan tempat ~neiitian, Rumah Sakit, tempat 
pera\vatan kesehatan atau sosi.al; 
Zona 1:3 untuk kawasan perumahan1 tempat pendidikan, tempat rekreasi; 
Zc-;1a C untuk kawasan perkantora.n, pertokoan, perdagangan, pasar: 
Zona D untuk kawasan industri, pabrik, stasiun kereta api, terminal. ~us . 
yang dimaksud laboratorium lebih tinggi ad.alah Balai Laboratoriurn 
Kesehatan (BLK) dan Balai Teknik Kesehatan Linglrnngan (BTKL). 
Cukup Jelas 
Cukup Jelas 
Cukup Jelas 
Cukup Jelas 
Culrnp Jelas 
yang dimaksud sarana pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit Negeri 
clan Swasta, Run1ah Bersalin, Balai Pengobatan., Laboratorium Klinik 
serta Puskesmas; 



11 

Pasal 4 
Pasal 5 
Pasal 6 
Pnsal 7 
Pasal 8 
Pasal 9 
Pnsal 10 huruf a 

huruf b 

huruf c 
huruf d 
hunif e 
huruf f 
hurnf g 
huruf h 
hurnf i 
huruf j 
huruf k 

Pasal 11 
Pasal 12 
Pasal 13 
Pasal 14 
Pasal l 5 
Pasal 16 
P~al 17 
Pasal 18 ayat (1) 

ayat(2) 

Pasal 19 
Pasal 20 
Pasal 21 
Pasal 22 
Pasal 23 
Pasal 24 
Pasal 25 
Pasal 26 
Pasal 27 
Pasal 28 

yan~ dirnaksud sarana pclayanan umum lainnya ada1ah Usaha Jasa 
Boga, Rumah tv1aka.11, Restoran, lndusni Rumah Tangga, Hotel dan 
Penginapan. · 

: . Cukup ~elas 
Cuk-up jelas 
Cukup jclas 
Cukup jela.c; 
Cukup jelas 
Cukup jelas 
Perus.ihaan Daernh Air tvtinum adalah Perusahaan milik Daerah 
Kabupi.ten Karanganyar; 
Perusahaan yang menggunakan air sebagai bahan l)ak.7.1 adalah 
Perusahaan yang basil produksinya menggunakan air sebagai bahan 
baku ; 
Cukup jelas 
Cukup jelas 
Cukup jelas 
Cukup jelas 
Cuhrpjelas 
Cukup jelas 
Cukup je\as 
Cukup jl.!las 
Cukup jelas 
Cukup jelas 
Culrnp jelas 
Cuku'.) jelas 
Cuk.7.lp jelas 
Cukup jelas 
Cukup jelas 
Cukup jelas 
Cukup jelas 
yang dimaksud Dokurnen lain yang dipersarnakan adalah Kv.itansi dan 
Surat Keterangan Hasil Pemeriksaao 
Cukupjelas 
Cukup jclas 
Cukup jelas 
Culrnp jelas 
Cukup jelas 
Cukup jelas 
Cukup jelas 
Cukup jelas 
Cukup jelas 
Cukup jelas 

-r 


